
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.2146, 2016 KEMENKEU. PDLN. Pelaksanaan. Tata Cara.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 227/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90

ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

b. bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas

luar negeri dapat dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dan

dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip good

governance pengelolaan Keuangan Negara, perlu

menyempurnakan pengaturan tata cara pelaksanaan

perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

164/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Berdasarkan Surat Tugas, Surat Persetujuan,

paspor, dan Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar

Negeri, PPK pada Kementerian Negara/Lembaga/

satuan kerja menerbitkan SPD.
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(1a) Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

penerbitan SPD oleh PPK dilakukan berdasarkan

Surat Tugas, Surat Persetujuan, dan paspor.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Dalam penerbitan SPD, PPK menetapkan golongan

Pelaksana SPD dan klasifikasi Moda Transportasi.

2. Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (5a) dan ketentuan ayat (13) Pasal 13 diubah,

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas

komponen-komponen sebagai berikut:

a. Biaya transportasi;

b. Uang harian;

c. Uang representasi;

d. Biaya asuransi perjalanan; dan/atau

e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a terdiri atas:

a. biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3), termasuk biaya transportasi ke terminal

bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya

transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar

udara/pelabuhan;

b. airport tax dan retribusi yang dipungut

di terminal bus/stasiun/bandar udara/

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

c. biaya aplikasi visa; dan
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d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan

Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

negara penerima.

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a. biaya penginapan;

b. uang makan;

c. uang saku; dan

d. uang transportasi lokal.

(5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan juga untuk waktu perjalanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) paling tinggi

sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif uang

harian.

(5a) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif

uang harian dalam hal:

a. Diperlukan penginapan pada waktu transit yang

tidak ditanggung oleh penyedia Moda

Transportasi; dan/atau

b. Diperlukan penginapan setibanya di Tempat

Tujuan di Luar Negeri.

(6) Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam

negeri untuk jenis Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf

c dan huruf d, diberikan mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan

dinas dalam negeri.

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c diberikan dan dikuasakan kepada pejabat

yang ditugaskan sebagai ketua Misi/Delegasi

Republik Indonesia, yang ditetapkan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

kepentingan kelancaran tugas Misi/Delegasi.

(8) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
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a. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Transportasi yang termasuk dalam harga tiket

Moda Transportasi yang digunakan;

b. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

kesehatan selama melaksanakan tugas

Perjalanan Dinas Jabatan; dan

c. biaya asuransi perjalanan yang menanggung biaya

asuransi perjalanan selama dalam Moda

Transportasi dan biaya kesehatan selama

melaksanakan tugas Perjalanan Dinas Jabatan.

(9) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf a dapat dibayarkan dengan

ketentuan dalam hal biaya asuransi perjalanan

menjadi satu kesatuan dalam harga tiket Moda

Transportasi.

(10) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf b dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan

atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di

luar negeri serta dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

b. sesuai jangka waktu pelaksanaan Perjalanan

Dinas sebagaimana tercantum dalam SPD; dan

c. klasifikasi asuransi perjalanan sesuai dengan

golongan Perjalanan Dinas.

(11) Biaya asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) huruf c dapat dibayarkan dengan

ketentuan:

a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) dan ayat (10); dan

b. belum diberikan asuransi perjalanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b.

(12) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e termasuk biaya yang
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berhubungan dengan pengruktian/pengurusan

jenazah.

(13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan

pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Berdasarkan surat keputusan pindah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang

ditunjuk, mengajukan permohonan Surat

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Berdasarkan surat keputusan pindah dan Surat

Persetujuan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau

pejabat yang ditunjuk mengajukan paspor dan/atau

Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(3) Surat keputusan pindah, paspor, dan Exit Permit

Atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri menjadi dasar

diterbitkannya SPD.

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat

sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah serta di

antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (2a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 25

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam

batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA

satuan kerja berkenaan.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, kepada

Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja

sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2a) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada

Pelaksana SPD paling cepat 31 (tiga puluh satu) hari

kalender sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, pembayaran biaya

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (2a) mengikuti ketentuan dalam

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada

akhir tahun anggaran.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2)

ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan

mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (3) dilakukan dengan memberikan uang

muka kepada Pelaksana SPD.

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan berdasarkan persetujuan pemberian uang

muka dari PPK.

(3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilampiri

dokumen sebagai berikut:

a. Surat Tugas;

b. Surat Persetujuan;
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c. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan

fotokopi Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar

Negeri;

d. Fotokopi SPD;

e. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

f. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

(4) Dalam hal Pelaksana SPD merupakan Pihak Lain,

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampirkan kecuali fotokopi Exit Permit Atau Izin

Berangkat Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c.

(5) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) untuk Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilampiri

dokumen sebagai berikut:

a. Surat keputusan pindah;

b. Fotokopi paspor yang masih berlaku dan

fotokopi Exit Permit Atau Izin Berangkat Ke Luar

Negeri;

c. Fotokopi SPD;

d. Kuitansi tanda terima uang muka; dan

e. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

6. Di antara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB IXA, ketentuan Pasal 29 diubah, dan di antara Pasal

29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan

Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat

dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.

(2) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
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Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pelaksana SPD

menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai

berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan

Dinas Jabatan dari pejabat yang menerbitkan

Surat Tugas, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

C yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini;

b. dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan atas dasar

undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan

Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

dilampiri dengan surat undangan atau surat

pemberitahuan pembatalan dari pihak

pengundang;

c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Perjalanan Dinas Jabatan yang ditandatangani

oleh PPK, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

D yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini; dan

d. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya

pembatalan yang disahkan oleh PPK.

(2a) Dalam rangka pembebanan biaya pembatalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pelaksana SPD

menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai

berikut:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan

Dinas Pindah dari pejabat yang menerbitkan

surat keputusan pindah atau pejabat yang

ditunjuk, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

C yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini;
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b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan

Perjalanan Dinas Pindah yang ditandatangani

oleh PPK, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

D yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini; dan

c. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya

pembatalan yang disahkan oleh PPK.

(3) Dihapus.

Pasal 29A

(1) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA

satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2) meliputi:

a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi

yang tidak dapat dikembalikan/refund atau

biaya pembatalan tiket transportasi;

b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang

tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya

pembatalan penginapan;

c. biaya aplikasi visa;

d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan

Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

negara penerima.

(2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA

satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (2a) meliputi:

a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi

yang tidak dapat dikembalikan/refund atau

biaya pembatalan tiket transportasi;

b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang

tidak dapat dikembalikan/refund atau biaya

pembatalan penginapan;

c. biaya barang pindahan;

d. biaya aplikasi visa;
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e. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan

Perjalanan Dinas sepanjang dipersyaratkan di

negara penerima.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga

Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pelaksana SPD menyusun pertanggungjawaban

pelaksanaan Perjalanan Dinas, berupa:

a. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan

b. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.

(2) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan

Dinas Jabatan yang dilakukan untuk keperluan

sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat

pada jabatan;

2. mengikuti kegiatan magang di luar negeri;

3. melaksanakan pengumandahan (detasering);

4. mengikuti konferensi/sidang internasional,

seminar, lokakarya, studi banding, dan

kegiatan-kegiatan yang sejenis;

5. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran

dan promosi; dan/atau

6. mengikuti training, pendidikan dan

pelatihan, kursus singkat (short course),

penelitian, atau kegiatan sejenis.

b. Ijazah atau surat keterangan telah menyelesaikan

tugas belajar untuk Perjalanan Dinas Jabatan

yang dilakukan untuk keperluan mengikuti

tugas belajar di luar negeri dalam rangka

menempuh pendidikan formal setingkat Strata

1, Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;

c. Hasil diagnosa dari tim medis atau rumah sakit

untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang
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dilakukan untuk keperluan mendapatkan

pengobatan di luar negeri berdasarkan

keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

d. Surat keterangan penjemputan dan pengantaran

jenazah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang

dilakukan untuk keperluan menjemput atau

mengantar jenazah Pejabat Negara, PNS, PPPK,

anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya,

dan Pihak Lain yang meninggal dunia di luar

negeri karena menjalankan tugas negara.

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. SPD yang ditandatangani oleh pihak yang

berwenang di Tempat Tujuan Di Luar Negeri

atau Tempat Tujuan Di Dalam Negeri;

b. surat pernyataan dari Pelaksana SPD dalam hal

tidak diperoleh tanda tangan dari pihak yang

berwenang menandatangani SPD sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

c. kuitansi/bukti penerimaan uang harian sesuai

jumlah hari yang digunakan untuk

melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan;

d. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

transportasi, terdiri atas:

1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau

bukti pembayaran Moda Transportasi

lainnya; dan

2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa,

dan retribusi;

e. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

penginapan bagi Perjalanan Dinas Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf c dan huruf d;

f. Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh

Pelaksana SPD dan PPK dalam hal bukti
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pengeluaran untuk biaya transportasi tidak

diperoleh, yang dibuat sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

E yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini;

g. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk uang

representasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) huruf c; dan

h. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

asuransi perjalanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b dan huruf c.

(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

Perjalanan Dinas Pindah dengan melampirkan

dokumen berupa:

a. SPD yang telah ditandatangani oleh pihak yang

berwenang di Tempat Tujuan Pindah Di Luar

Negeri atau Tempat Tujuan Pindah Di Dalam

Negeri;

b. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya

transportasi, biaya barang pindahan, dan uang

harian; dan

c. kuitansi/bukti pengeluaran yang sah untuk biaya

asuransi perjalanan yang terpisah dari harga

tiket Moda Transportasi yang digunakan.

(5) Pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan

dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut:

a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima)

hari kerja setelah Perjalanan Dinas Jabatan

dilaksanakan;

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;

dan
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c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

kepada PPK paling lambat 8 (delapan) hari kerja

setelah Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh

bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas.

(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan

kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam

bukti-bukti pengeluaran dan Daftar Pengeluaran Riil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan

ayat (4) huruf c.

(3) PPK mengesahkan seluruh bukti pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bukti pengeluaran yang telah disahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai:

a. pertanggungjawaban UP/Tambahan Uang

Persediaan (TUP) bagi Bendahara Pengeluaran;

dan/atau

b. pertanggungjawaban SPP/SPM Pembayaran LS.

9. Mengubah Lampiran II, Lampiran III, Lampiran VII,

Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sehingga

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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